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BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a.bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta berhak mendapatkan
perlindungan dari setiap tindakan kekerasan dan
diskriminasi terhadap anak;

b. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan
dan pemenuhan hak anak sehingga perlu menetapkan
kebijakan yang berpihak pada kepentingan dan hak-hak
anak agar tercipta rasa aman, ramah dan bersahabat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak;

(




Mengingat

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3886);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana belum
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
297,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606);

.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 Tentang
Panduan  Partisipasi Anak Dalam  Perencanaan

Pembangunan;

. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;

. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;

. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;

. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;



9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara unsur
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

5. Anak adalah seseorang yag belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.

6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang
wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua,
keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah
dan Negara.

7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.
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8.

10.

11.

12.

13.

Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami
tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang
mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi
dan/atau social, dalam keluarga, komunitas dan/atau
masyarakat, dalam situasi konflik, pasca konflik dan

Negara.

. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang

diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak dalam kelompok
minoritas, dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara
ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,
anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza),
anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak
korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak
korban konflik yang mengalami kekerasan fisik maupun
trauma, anak penyandang cacat dan korban perlakuan
salah dan penelantaran.

Pemulihan adalah segala upaya untuk penguatan korban
kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis,
social, ekonomi, budaya dan politik.

Penyelenggara adalah lembaga pemerintah serta lembaga
social, lembaga agama, lembaga adat, sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan
fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.
Kekerasan adalah setiap perbuatan dan/atau ancaman
perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan
kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual
ataupun penelantaran.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan
terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, mental, seksual,
psikologis, termasuk penelantaran dan perlakukan
buruk yang mengancam integritas tubuh dan

merendahkan martabat anak.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang
mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat tubuh
pada seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau
menyebabkan kematian.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya
dan/atau pendderitaan psikis berat pada seseorang.
Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa
pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual,
pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau
tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan
orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan
tertentu.

Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan
kepada korban ketika melihat, mendengar dan
mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya
kekerasan terhadap korban.

Pendampingan adalah segala tindakan yang dilakukan
berupa layanan pengaduan, kesehatan, advokasi dan
bantuan hukum, rehabilitasi social meliputi bimbingan
rohani, konseling, terapi psikologis dan pemberdayaan
ekonomi, pemulangan dan reintegrasi social guna
penguatan dan advokasi serta pemulihan Kkorban
kekerasan.

Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga
yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan
korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi

guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
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20. Pusat Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat PPT
adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban
kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara
bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk
medico-legal), psikologis dan pelayanan hokum dengan
melibatkan tenaga kesehatan, tenga pendidikan, lembaga
sosial, aparat penegak hokum, psikolog, psikiater,
relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.

21. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga
pemulihan korban kekerasan dari aspek kesehatan,
pendidikan dan kemandirian ekonomi.

22.Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang
digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap
korban sesuai dengan standar operasional yang
ditentukan.

23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang
terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya,
atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau
keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah
samapi dengan sederajat ketiga.

24.Orang tua adalah ayau dan/atau ibu kandung, atau
ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.

25. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok
dan organisasi sosial dan/atau organisasi

kemasyarakatan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan
berdasarkan asas :
a. penghormatan hak asasi manusia;

b. non diskriminasi;




c. kepentingan yang terbaik bagi korban; dan

d. penghormatan terhadap hak-hak anak.

Pasal 3
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 4
Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dari tindak
kekerasan bertujuan untuk :
a. mencegah segala bentuk tindakan kekerasan termasuk
perdagangan orang;
b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi
terhadap anak;
melindungi, memberi rasa aman bagi korban kekerasan;
d. memeberikan pelayanan kepada korban kekerasan; dan
e. menyelenggarakan pemulihan secara menyeluruh

kepada korban.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 5
(1) Setiap anak berhak untuk hidup.
(2) Pemenuhan hak anak untuk hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. hak atas standar hidup yang layak;
b. hak mendapatkan makanan yang bergizi;
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(2)

(1)

(2)

(1)

c. hak mendapatkan pangan, sandang dan papan; dan

d. hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang.
Pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang
sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi :
a. hak atas pendidikan;
b. hak atas bermain;
c. hak atas memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial

budaya; dan

d. hak atas akses terhadap informasi.

Pasal 7

Setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Partisipasi anak sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa
bentuk keterlibatan anak dalam proses pengambilan
keputusan dan menikmati perubahan yang
berkenandengan hidup mereka baik secara langsung
maupun  tidak langsung, sesuai dengan usia,

pemahaman dan kematangan berpikir.

Pasal 8
Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.
Anak yang berhak mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a. anak yang berhadapan dengan hukum:;
b.anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual;
c. anak korban trafiking;
d.anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika dan zat adiktif lainnya;

e. anak korban penularan HIV/AIDS;
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anak korban penculikan;

. anak terlantar dan anak jalanan;

o

.anak korban kekerasan;

anak korban bencana alam atau bencana sosial;

b

. anak penyandang cacat/disabilitas;
k. anak korban perlakukan salah; dan

1. anak dari kelompok minoritas yang terisolasi.

[ S

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 9
Setiap anak berkewajiban untuk :
a. menghormati orang tua, wali dan guru,
b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 10
(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak
kelahirannya.
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan
dalam akta kelahiran.
(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat
keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau

membantu proses kelahiran.
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(4)

(1)

(2)

(4)

Dalam hal anak proses kelahirannya tidak diketahui,
dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya,
pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut

didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 11
Pembuatan Akta kelahiran menjadi tanggung jawab
pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan
serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
Pembuatan Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
Pembuatan Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dikenai biaya.
Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat
pembuatan Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Campuran

Pasal 12

Jika terjadi perkawinan campuran antara warga Negara
Republik Indonesia dengan warga asing, anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh
kewarganegaraan dari ayah dan ibunya sesuai dengan
ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam hal terjadi perceraian dan perkawinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak
memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada
dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya,
sedangkan apabilah anak belum mampu menentukan
pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Indonesia, demi
kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya,

Pemerintah berkewajiban mengurus status

kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.
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BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Perlindungan Anak Bagi Anak Dalam Kandungan

Pasal 13

Pemerintah Daerah, LSM/Organisasi Sosial, masyarakat dan

keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak bagi

anak dalam kandungan sesuai Peraturan Perundang-

Undangan.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Perlindungan Anak Bagi Anak Balita

Pasal 14
Pemerintah Daerah, LSM/Organisasi Sosial, masyarakat
dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan
terhadap anak balita sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan.
Perlindungan anak bagi anak balita meliputi :
a. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang
lengkap;
b. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh
kembang anak, program Pendidikan anak usia dini,
c. tempat bermain dan penitipan anak;
d. program anak asuh; dan
e. akta kelahiran,
Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan
melalui model Panti Sosial Taman Penitipan Anak
(PSTPA) dan Kelompok Bermain.
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(4) Panti Sosial Taman Penitipan Anak (PSTPA) dan/atau

Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis
yang menyelenggarakan urusan bidang perlindungan
anak;

b. telah terdaftar pada Perangkat Daerah teknis yang
menyelenggarakan urusan bidang perlindungan
anak;

c. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana
yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau
kelompok bermain; dan

d. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan
Pedoman Pelayanan di Panti Sosial Taman Penitipan
Anak (PSTPA) dan/atau Kelompok Bermain.

Pasal 15

Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bagi anak balita

mencakup:

a.
b.

. bimbingan agama;

[
.

i s

=2 - B R T o W o

pengasuhan dan perawatan;

pendidikan;

. bimbingan psikomotorik;

bimbingan belajar;

bimbingan kepribadian;

. bimbingan kreativitas/daya cipta;

. rekreasi;

bermain kelompok; dan

. pelayanan kesehatan.



(1)

(2)

3)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak Bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 16

Pemerintah Daerah, LSM/Organisasi Sosial, masyarakat

dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak

bagi anak wusia sekolah sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan.

Perlindungan anak bagi anak usia sekolah meliputi :

a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;

b. mendapat bimbingan agama;

c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan
rehabilitasi kesehatan;

d. mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun
dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang
didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;

e. program bea siswa,

f. program anak asuh dan bimbingan konseling; dan

g penyediaan tempat bermain dan berolahraga yang
memadai.

Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi

anak usia sekolah dari tindakan kekerasan dilingkungan

keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak Bagi Anak Terlantar

Pasal 17

Pemerintah  Daerah, LSM/Organisasi Sosial dan
masyarakat  berkewajiban = memberi  perlindungan
terhadap anak terlantar sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan.

Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang
tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan
memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk

pelayanan panti dan non panti.

(



(3)

(5)

(1)

Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak

(RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik

Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud

ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau

masyarakat yang tidak berbentuk Lembaga.

Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial

Asuhan Anak (PSAA) milik masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

a. mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang
menyelenggar dan terdaftar di Dinas;

b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana
yang memadai untuk mengelola Rumah Perlindungan
Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSSA);

c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan
dalam Pedoman Pelayanan Rumah Perlindungan Anak
(RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSSA).

Bagian Kelima
Perlindungan Anak Bagi Anak Yang Memerlukan

Perlindungan Khusus

Pasal 18
Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, LSM/Organisasi
Sosial dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung
jawab memberi perlindungan bagi anak yang

memerlukan perlindungan khusus.
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(2)

(1)

(2)

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat,
anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari
kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak
yang diperdagangkan, anak yang menjadi Kkorban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan,
penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik
fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat,

dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 19

Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan,
penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan melalui upaya
pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan
rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Untuk  melaksanakan upaya pengawasan dan
pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama-
sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,
masyarakat, LSM dan Organisasi sosial lainnya
mengambil langkah-langkah berupa:

a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif
maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan
pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;

b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang
pencegahan, penanggulangan dan penghapusan

praktek-praktek perdagangan anak;

c. melaksanakan kerjasama antar Provinsi maupun

dengan negara lain yang bersifat regional maupun
Internasional melalui forum bilateral maupun
multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran
informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan.
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang
melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan
penjualan sebagaimana dimaskud pada Pasal 18 ayat (1)
berhak memperoleh perawatan dan rehabiltasi baik fisik,
psikis maupun sosial.

Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak
sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1)
dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak
(RPSA) dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya
melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun
masyarakat.

Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial
dasar, layanan bimbingan sosial dan ketrampilan,
layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai
kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum,
kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan

lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 21
Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua
wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan
dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah,
Kepolisian, Masyarakat, LSM dan Organisasi Sosial yang
diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh

Bupati.




(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 22

Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memperoleh pelayanan
rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang
diselenggarakan oleh suatu wadah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak
kekerasan yaitu:

a. pelayanan dasar sosial;

o

pendidikan;

bimbingan agama;

S

pelayanan kesehatan;
konseling psikolog;
bantuan hukum,;
kegiatan rekreatif;

. edukatif; dan

5@ om0

pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak

et
K

Kekerasan.
j. Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang
melakukan tindakan kekerasan terhadap anak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 23
Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua
wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
Perlindungan bagi anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang
terdiri atas:
a. pelayanan sosial dasar;
b. pendidikan;
c. bimbingan agama,;
d. pelayanan kesehatan;
e. konseling psikolog;
f. bantuan hukum;
g. kegiatan rekreatif; dan
h. edukatif.



Pasal 24

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan

dengan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 18

ayat (2) meliputi:

a. anak yang berkonflik dengan hukum; dan

b. anak korban tindak pidana.

(2)

(3)

a.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan
dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat i

dilaksanakan melalui :

perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai
dengan martabatdan hak-hak anak;

penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak
dini;

penyediaan sarana dan prasana khusus;

penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan
yang terbaik bagi anak;

pemantauan dan pencatatan terus menerus
terhadap perkembangan anak yang berhadapan
dengan hukum;

pemberian  jaminan untuk mempertahankan
hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
perlindungan dan pemberitaan identitas melalui

media massa dan untuk menghindari lebelisasi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilaksnakan melalui:

upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun
diluar lembaga;

upaya perlindungan dari pemberitaan identitas
melalui media massa dan untuk menghindari
lebelisasi;

pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban
dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial,
dan

pemberian  aksesibilitas untuk mendapatkan

informasi mengenai perkembangan perkara.

|




(4)

(1)

(2)

(3)

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan
dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari :
a. pemerintah daerah;
b. kepolisian,;
c. kejaksaan;
d. pengadilan;
e. orang tua,
keluarga;

g. dan masyarakat.

Pasal 25
Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara
ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan kewajiban dan
tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga
dan masyarakat.
Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan yang berkaitan dengan
perlindungan anak;
b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
c. pelibatan berbagai instansi Pemerintah, Perusahaan,
Serikat Pekerja, LSM dan masyarakat dalam
penghapusan eksploitasi anak.
Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang
melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual

terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

|



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 26

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas
dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (2) dilakukan melalui penyediaan sarana dan
prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri,
mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri
dan menggunakan bahasanya sendiri.

Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang
menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya
sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya,
dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa
mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan

budaya.

Pasal 27

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada
pasal 18 ayat 2, dan terlibat dalam pemakaian, produksi,
dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan,
pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah
Daerah dan masyarakat.

Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan
sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan,
produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Pasal 28
Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
dilakukan melalui upaya:
a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan
martabat dan hak anak;

b. pemenuhan kebutuhan khusus; dan

[



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak
lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh
mungkin dan pengembangan individu.

Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang

memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan

mereka secara diskriminatif, termasuk lebelisasi dan
penyetaraan dan pendidikan bagi anak-anak yang

menyandang cacat.

Pasal 29

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan
dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan
masyarakat.

Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang
menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30
Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan
perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal
atau keberadaannya, maka orang atau badan hukum
yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali
dari anak yang bersangkutan.
Untuk menjadi Wali anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.
Wali yang ditunjuk, agamanya wajib sama dengan agama
yang dianut anak.
Untuk kepentingan anak, Wali wajib mengelola harta
milik anak yang bersangkutan.
Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan

Wali sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan

|
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Pasal 31

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat
mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di

dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang

terbaik bagi anak.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 32
Dalam hal anak belum mendapat penetapan Pengadilan
mengenai Wali, maka harta kekayaan anak tersebut
dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga
lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
Balai Harta peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali Pengawas

untuk mewakili kepentingan anak.

Pengurusan Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

BAB VII
PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 33

Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mencegah terjadi
tindak kekerasan terhadap anak melakukan
pemberdayaan terhadap keluarga, orang tua dan
masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan
dan/atau penyuluhan.

Selain upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya
sebagai berikut ;

a. meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan baik

formal, nonformal dan informal;

|



(1)

(2)

b. membuka aksebilitas untuk memperoleh pendidikan;

c. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat
terhadap pencegahan anak dari tindak kekerasan;

d. membangun dan menyediakan sistem informasi yang
lengkap dan mudah diakses; dan

e. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur
penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan
tinggi dan swasta yang peduli terhadap kepentingan
anak.

Pasal 34
Pencegahan  tindak  kekerasan  terhadap anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya
dibidang :
a. sosial;
b. kesehatan;
c. pendidikan,;
d. ketenagakerjaan;
e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. mental dan spiritual; dan
g. ketentraman dan ketertiban.
Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan

Rencana Aksi Daerah.



BAB VII
PELAYANAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 35

Bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak korban

kekerasan, sebagai berikut:

a. pelayanan pengaduan;

b. pelayanan kesehatan,

c. bantuan hukum;

d. pemulangan;

e. rehabilitasi, reintegrasi sosial dan medikolegal; dan

f. pelayanan psikologis.

(1)

(2)

(3)

Pasal 36

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit pelayanan
terpadu pemberdayaan perempuan dan anak korban
kekerasan.

Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga
pelayanan sosial dapat menyediakan rumah pemulihan
atau rumah aman bagi anak korban kekerasan.
Masyarakat atau lembaga sosial yang menyediakan
rumah aman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur

dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37
Bupati melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi,
kesinambungan dan efektivitas secara terpadu dalam
pelaksanaan  kebijakan, program dan kegiatan

perlindungan anak.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
mengetahui perkembangan dan hambatan dalam
pelaksanaan  kebijakan, program dan kegiatan
perlindungan anak di daerah.

Pemantauan dilakukan secara berkala melalui
koordinasi antara Perangkat Daerah dan lembaga yang
menangani perlindungan anak yang ada di daerah.
Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai
dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan

perlindungan anak.

Pasal 38

Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan perlindungan anak dilakukan
setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan
masukan bagi penyusunan Kkebijakan program dan
kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 39
Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan perlindungan anak di Daerah
kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan setiap tahun.
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(3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 40
Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan
perlindungan anak di daerah bersumber dari :
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. sumbagan dan bantuan dari pihak ketiga; dan/atau

c. lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan
perlindungan anak.
(2) Bupati dapat membentuk tim dalam rangka
penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

f



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 10 Agustus 2020
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Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 112 Agustus 2020
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